BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, hampir semua perbuatan manusia diatur dengan hukum;

mulai sejak manusia lahir ggpai meninggal dunia, hukum menyentuh

anu ang bersifat publik maupun privat.

Juga melalui notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akia
otentik don memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-Undong Jabatan Notaris (UUJN) atau berdasarkan Undang-
Undang lainnya. '

Akta Notaris adalah suatu akta otentik.
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH
Perdata) menyatakan bahwa:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

! Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4432, juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491,

2 Setiawan, Ulasan Hukum ITkatan Hakim Indonesia, Kekuatan Hukum Akta Notaris
sebagai alat bukti.
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wewenang yang ada dan melekat pada jabatannya, sehingga notaris akan
dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan
pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra
notaris itu sendiri.

Notaris juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam
merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan

bahasanya mudah dipahg ',, idisnya baik dan benar; dan di samping

dalam buku khusus;
¢. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta;

Tindak Pidana..., Nanny, Pascasarjana 2016



J- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
& Membuat akta risalah lelang.

Ayat 3:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan”.

Dalam Pasal 16 UUJN dijelaskan:

gesioncahljabdlannya;
a lebff dari 7 (tujuh) hari kerja

g merangkap jabatan Sevagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar
wilayah jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti, atau
I.  melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan
dan martabat jabatan Notaris” .
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Dengan mendasari ketentuan-ketentuan dalam UUJN, diharapkan

bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris mampu

menjamin kepastian hukum , ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-
pihak yang terkait.

Berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik,

maka notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya yang tidak

suatu  perbuatan.
garan dan akibat hukum

|

yang ditir afnya,hiditu Getupd per@iig@eungjawiban pidana, administrasi,

4 harus memperhatikan dan
B kode etik, maka harkat dan
martabat dari pA)esi Mflangfl UUJN dan kode etik notaris
an tugas jabatannya sebagai
pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik
profesinya serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang
dilayaninya, dan terhadap organisasi profesi Tkatan Notaris Indonesia

(disingkat INT) maupun terhadap negara. Karenanya, setiap notaris yang baru
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diangkat harus mengucapkan sumpah yang sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUIN. Kode etik profesi notaris merupakan
pedoman sikap dan tingkah laku Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Hermin Hediati Koeswadji > suatu perbuatan melawan hukum
dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan

diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif, aggfafundwdosur yang terdapat di luar manusia yang

(S Ry,

kays d rﬂ : diancam dengan sanksi pidana,

IMtang atau diancam sanksi
menghasut, melanggar

Notaris @b an\|gerbplitan melawan hukum dalam
g / kode etik sebagaimana telah

ditentukan dalam / emidanaan menjadi lebih kuat

dapat diterapkan.
Habib Adji, mengatakan bahwa pemidanaan terhadap notaris dilakukan

dengan batasan sebagai berikut :

3 Liliana, Tedjosaputro, Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, CV Agung,

Semarang, 1991 him. 51
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1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang
sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa
akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama
(sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau
oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan
UUIN.

3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang
berwenang untuk menil a1 tindakan seorang notaris, dalam hal ini
Majelis Pengawas Notaris.*

. aNtan pidana yang pernah dilakukan oleh

notaris, sebagai berilghy
(AS H,%

AW,

hutang piutanf ﬁfva fihak Rertama

H(a \notaris tentang telah terjadinya
5C.

A

Kedua selg D erhu,ta

An me q‘lﬁa K\jaminan berupa sebidang
tanah ) 9(1 (is “{- it ) ¥ :~ Ut Akta Hutang Piutang
dengan jagh m s .1 an \ :- \ fa Pgrja Pengikatan Jual Beli

yang di dpfamn n‘ --- mtu njual. Akibatnya, tanah

ketentuan daldp Pagédl 263 KLIZ

JAKAR

Pasal 264 KU gatur tentang pemalg

i[ : gur thhtang pemalsuan surat dan

notaris, namun di dalam akt uiscbutkan para penghadap untuk sementara
berada di Kota Tangerang misalnya. Dengan demikian notaris telah
memasukkan keterangan palsu dalam aktanya, sehingga melanggar ketentuan

Pasal 266 KUH Pidana mengatur tentang memasukan keterangan palsu dalam

4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung Refika Aditama, hlm. 124-125
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suatu akta otentik.
Syarat Pemidanaan’ :

1. Berkaitan dengan perbuatan :

Bahwa perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang;
bersifat melawan hukum dalam arti tidak ada alasan pembenar atau
alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (bisa tertulis, bisa
tidak tertulis).

Keterangan al#§
Surat;
Petunjuk;
Keterangan terdakwa.

SR~

Dalam berbagai undang-undang di luar KUHP (Tipikor, UU ITE dan

* Boy Rafli Amar, Makalah dalam Konferwil IPPAT Propinsi Banten , Pandeglang, 28
September 2015
% ibid
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lain-lain) terdapat jenis alat bukti baru yang sangat efektif yaitu : alat bukti
lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu dan dokumen,
yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang

terekam secara elektrop gNQerupa tulisan, suara, gambar, peta,

rforasi yang memiliki makna.

btaris harus siap untuk

gng terlibat dalam perkara

gibatkan atau terkait dengan
an tugas jabatannya, ada
berilaku notaris yang tidak

professional, ataj\menig pMngkln salah satu pihak dalam akta-

Di dalam praktek sehari-hari seorang notaris sebelum membuat suatu
akta dihadapkan pada berbagai persoalan, baik memeriksa dokumen-
dokumen, izin-izin (bila diperlukan) dan persyaratan yang diperlukan untuk

pembuatan suatu akta, juga memeriksa kewenangan para pihak yang terkait;
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singkatnya memeriksa keabsahan baik obyek maupun subyeknya.

Di samping itu, dalam mempersiapkan minuta, pembacaan sampai pada
saat pelaksanaannya, notaris terikat kepada ketententuan-ketentuan di dalam
peraturan perundangan, baik secara hukum perdata, juga UUIN, agar akta
yang dibuat merupakan akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum

pira pihak, sesuai dengan
ketentuan p hoan Vens Betday O g engacu, baik pada KUH

Perdata maupulg i 1974" tentang Perkawinan,

sakit misalnya, syarat a yang diperlukan; apakah cukup ada

keterangan sakit dari dokter, atau harus bagaimana?

§ Op Cit him 3.

® Op Cit him 4.

" Ibid.

1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
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b. Demikian juga kalau diantara beberapa penghadap, ada yang tidak

datang pada waktu yang sama, bagaimana notaris harus bersikap ?

Berbagai macam persoalan yang timbul dalam praktek keseharian
notaris, yang terkadang tidak ada pada aturan atau ketentuannya di dalam
peraturan perundangan, atau juga dalam kode etik profesi tidak dirinci secara

jelas, maka notaris ha ersikap bijaksana dan adil, dengan

pertimbangan yang nyl . aNgng harus dibuat atau dilakukannya,

jaminan K : ‘i-jr (e dungan hukum yang

berintikan kEbenpran\a M e Lally ¢ dibuatnya, notaris harus

dapat me past im kepada masyarakat
yang mengg jase % e '

i ffAnan notaris dala femp ntu menciptakan kepastian
hukum serta Jg%rnl %1 hasygakat lebih bersifat preventif.

yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan, apabila

terjadi sengketa atas hak dan kewajiban para pihak terkait; juga mengenai

" H. Salim HS. & H. Abdullah, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007, hlm, 101-102.
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peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan

Dalam hal notaris terlibat dalam perbuatan pidana, karena di dalam
UUJN tidak diatur sama sekali mengenai norma pidana, maka harus dilihat
pada ketentuan di dalam KUHP, sehingga sifatnya tidak lagi sebagai ultimum
remidium, melainkan sebagai premium remidium sebagaimana ditentukan

dalam buku IT KUHP. UUJN hanya mengatur mengenai sanski administratif

of service” yang bersumber dari UUJN, kode etik profesi dan juga dari

ketentuan hukum perdata misalnya ketentuan tentang sahnya perjanjian atau

akta (Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUH Perdata).
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B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membahas
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris secara pidana dan etika profesi
dalam hal terlibat melakukan tindak pidana?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan notaris dalam melakukan tugas

um secara khusus yang
asalahan penelitian; dengan

goffan kode etik profesi notaris dan

2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang notaris dianggap
melakukan suatu tindak pidana sehingga kepada notaris tersebut
dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kaitannya dengan

kewenangan notaris dalam membuat akta.
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2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Teoritis

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum,
khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Notaris.

2) dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap UUJN schingga

Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan para

Penyidik dalam menghadapi kasus-kasus yang timbul sebagai
akibat dari akta yang dibuat atau berkaitan dengan akta yang

dibuat notaris.
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D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1‘

Kerangka Teori:
Menurut Andre Ata Ujan ° sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana,
secara umum terdapat dua macam teori pidana, yaitu ;

a. Teori hukuman yang menekankan efek berupa rasa takut pada pelaku
dan publik pada umumnya, atau yang umum dikenal sebagai
teori”deteren utilitarig

b. Teori yang meli //'\‘

merupakan gaggf

iha ada dalam delik yang

dilakuk A itu bend .' idandhadela ik 3k dari adanya delik, yaitu

delik. Pi -.'..‘ii;: (akigh il (3 harus ada sebagai suatu

adé oranf Hslflglilgkmela ejahatan. Jadi, pembenaran

JAKARTA RAVA

' cS,” sebagaimana dikutip oleh I Made

Widnyana, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut ialah

him.52

" I Made Widnyana. Kapita Selekta hukum Pidana. Ubhara Jaya Press Jakarta, 2012

Y 1bid
15 Ibid. him 53
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“untuk memuaskan tuntutan keadilan”; sedangkan pengaruh-pengaruhnya
yang menguntungkan adalah sekunder.

Menurut Kant,'® sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana,

Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.. Kant memandang pidana

sebagai "Kategorische Imperatief” yakni seseorang harus dipidana oleh

Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan

suatu alat untuk mgylte g wjuan, melainkan mencerminkan

keadilan.

| Gieka yan olak jenis hukuman ini,

jsmeljugg\disebut

ai 8L vindi Teori ini berpandangan

bahwa pg A LTSS § difayaffdengan penderitaan atau

menyakiti, maka ia harus balik diserang dan disakiti juga. Ini bertentangan

dengan pandangan psikologi modern yang memahami dan memperlakukan

8 mhid
Y7 Ibid hlm 54
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kejahatan sebagai penyakit, dan karenanya tidak harus diatasi dengan
hukuman.

Menurut pendapat Vos'® | sebagaimana dikutip oleh I Made
Widnyana, teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan
subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah

pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif ialah

pembalasan terhadap g f."-. AL diciptakan oleh pelaku.

. ikutip oleh I Made Widnyana,

\

a. Teol\ meRa bahwa tujuan dari pidana

orangf schingga tidak melakukan

.-ﬂ/ itu sendiri maupun orang-orang

8 Ibid. him 55
Y 1bid
2 1pid. him .61
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b. Teori memperbaiki, yang berpendapat bahwa pidana akan
mendidik si pembuatnya sehingga menjadi orang yang baik dalam

masyarakat.

Menurut teori relatif,” pidana bukan sekedar pembalasan terhadap
orang yang melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, pidana mempunyai

tujuan lain yang bermag#ag Pidana ditetapkan bukan karena orang

juan (utilitarian theory).
Bangkal pada dasar bahwa
fltertib (hukum) dalam

asyarakat, dan untuk

—  Bersifat memperbaiki.

—  Bersifat pembinasaan.

2 Ibid. hlm.65
2 Ibid. him. 67
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Aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum

adalah utilitarianisme. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan

(happiness). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung

kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau
tidak >’

Jeremy Bentham adalah penerus semangat ilmiah yang

mengemukakan pendgl reatest happiness of the greatest

tertinggi bagi sebagian besar

- Recovery/mengembalikan aset negara.

3 Boy Nurdin, Kedudukan dan F ungsi hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.
PT. ALUMNI, Bandung. 2012. Hlm. 68

> Jbid. Hlm 69

% Boy Nurdin, Materi Perkuliahan Teori Hulkum, tanggal 26 April 2014
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Jadi pidana menurut Jeremy Bentham sebagai penganut aliran
utilitarian adalah untuk mendapatkan kemanfaatan yang sebesar besarnya.
Teori Gabungan atau Verenigings Theorien atau Mixed Theories
Teori Gabungan®® adalah gabungan Teori Absolut dan Teori
Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk

mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi

penjahat.

di 2 (dua) golongan besar,

a. Teori GabUs paghcngutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu
dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.

b. Teori Gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidsana tidak

% Ibid. hlm. 70
2 Ibid. him. 71
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boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh
terpidana.

Di samping ketiga generasi teori klasik tersebut, kini berkembang

teori generasi ke empat, yaitu Teori Pemidanaan Alternatif,

Teori Pemidanaan Alternatif (Restorative Justice Model)

Restorative Justice”®  adalah respon yang sistematis atas tindak

penyimpangan yang pada pemulihan atas kerugian yang
dialami korban 48 sebagai akibat dari perbuatan
kriminal. Dajg Justice akan merespon tindak
pidana deghife
langkah untuk
talce hqlder)

Inya upaya pemulihan bagi

b. fa dampak dari tindak pidana
k berpartisipasi penuh dalam
B NSk menciptakan ketertiban umum,
sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.
> Ibid. him. 73
* Jbid. hlm. 74
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Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat 4 (empat) nilai
utama, yaitu®®

a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan
kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat
dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang
telah terjadi dan pasca kejadian.

b. Amends (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku
mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi
akibat perbuatannya.

. Reintegration (Dghgabung kembali dalam masyarakat), yaitu

melalui jabatan tert Rl L™y ang dalam menjalankan profesinya
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam hal

3 1bid. hlm. 75
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notaris melakukan tugas dan jabatannya juga tidak terlepas dari
pertanggungjawaban secara pidana kalau terdapat tindak pidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana telah dikemukakan oleh
Moeljatno,”!  dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana,
yang menyatakan bahwa asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum

pidana ialah: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Orang tidak

{k orang lain.
Mapiat dikatakan mempunyai

tan pidana, dilihat dari

kan perbuatan pidana, jika
Sipi terjadinya perbuatan tersebut
dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban

yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya

o Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Cet. 2.Bina Aksara, Jakarta, ,1984, him. 2.
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(sepatutnya) dijalankan olehnya, sehingga karenanya masyarakat

dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena adanya kealpaan.

Kemampuan bertanggung jawab, adalah dasar yang penting untuk

adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus
sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal.

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus 32

a. pdana (sifat melawan hukum).

b. mampu bertanggung jawab.

C. gsalahan yang berupa kesengajaan
d.

g berjudul asas-asas Hukum
| tiap peserta terhadap
ajaran atau pengertian

pada  menentukan

melakukannya,
4. Peserta hanya sekadar memberikan bantuan saja;

hlm.212.

32 Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, , Jakarta. 2015, him 177
* I Made Widnyana. Asas-asas hukum pidana. Fikahati Aneska Jakarta. 2010,

34 Ibid , hlm 214
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5. la hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran,
karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

Jadi, yang menjadi pokok persoalan di dalam ajaran “deelneming”

mi adalah menentukan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta

terhadap delik yang dilakukannya. Karena, apabila dalam suatu delik

tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban dari setiap orang

endak untuk melakukan
ia tidak mau untuk
orang lain untuk

gl yang melakukan suatu
I lainnya yang membantu

Dalam llmu Pengetahuan Hukum Pidana, bentuk “deelneming”

diperinci dalam 2 (dua) bentuk.*

35 1bid him 215
% Ibid hlm 215-216
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1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini
pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dinilai sendiri-sendiri.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Pada bentuk ini,
sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu
kejahatan didasarkan pada sumbangan yang telah diberikannya
kepada perbuatan yang dapat dihukum dari pelaku, dan ditinjau
dari ilmu hukum, perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari
perbuatan pelakunya. Dengan demikian, pertanggungjawaban
dari  peserta  tersebut  tidaklah  dapat  melebihi
pertanggungjawaban pelaku yang melakukan perbuatan yang
dapat dihukum itu.

perbuatan  pidana;
r dalam Pasal 55 ayat 1

rtan “ ab n,, seb
"1{\ h\\

r ’['{ MM
ba an Py »!. Sy ang 1S
givabl

tuk melakukan suatu
orang yang tidak dapat
Fbuatan  pidana yang
g€at atau terganggu karena
P yang melakukan karena
48 KUHP atau orang yang

. A vang 13 glakukan perbuatan pidana;
AINgj " Salnyafffesuai dengan ketentuan Pasal
at 2 KUHP
4. Mereka yarimgeleeme==tog® menganjurkan orang lain untuk
melakukan perbuatan pidana; pertanggungjawabannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.

5. Mereka yang memberi bantuan untuk melakukan perbuatan pidana.
Pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 56 KUHP.,

37 Ibid, hlm 217.
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Teguh Prasetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” menyatakan
bahwa pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan erat dengan

beberapa hal, antara lain:>®

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.

2. Tingkat kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu, kurang
mampu, atau tidak mampu.

3. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung
jawab.

I

ALY P U AW A0 T

,h"

sendiri, namun dapat juga megikan organisasi profesi, masyarakat dan

negara.

38 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 83-92.

* Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV Ananta,
Semarang, 1994, hlm 133-134.

Tindak Pidana..., Nanny, Pascasarjana 2016



28

Hubungan profesi notaris dengan pihak-pihak seperti tersebut di

atas, diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya serta kode
etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi di bidang

hukum sebagai suatu profesi terhormat, ada nilai-nilai profesi yang harus

ditaati, yaitu *°

Kejujuran;
. Otentik;

K\ kepercayaan yang harus

\

dang-undangan semata,

terdapat dalam Pasal 4

. Notaris melalui

apalah artinya hukum tanpa diikuti moral.

* Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, him 4.
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2. Kerangka Konseptual
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana adalah
perbuatan pidana atau kejahatan. Jabatan adalah pekerjaan di pemerintahan
atau organisasi. Sedangkan notaris, adalah orang yang mendapat kuasa dari
pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian,

surat wasiat, akta dan sebagainya.”’

pertanggungjawaban atas
pidana. Untuk adanya
an adalah pembuatnya

inggungjawab itu adalah

Etika noWs dalam menJ patannya, yaitu suatu tuntunan
berupa norma ainana notaris harus berbuat, bersikap
dan bertindak dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka menjaga dan

memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi IV.
*21 Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana. Op Cit hlm 34.
 Ibid him 58.
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keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris sebagaimana diatur dalam

kode etik profesi notaris.

E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empjghgosiologis dalam keseimbangan.

a. um secard

ar
u WG dengan cara meneliti bahan

kan, Yurisprudensi;
penelitian, Rancangan
4 dan lain-lain;

ikl di media cetak dan lain-
% Mﬂswal : / hg dari sumber-sumber yang

dengan menggunakan guide interview (daftar pertanyaan).
Untuk penulisan ini penulis telah mewawancarai
-. Katorongan Dachlia M.M., SH., notaris di Kota Tangerang;

-. Arie Soesanto, SH., notaris di Kota Tangerang;
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-. Sumardi, SH., MH., mantan Wakil Ketua Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kota Tangerang dan dosen di Universitas Islam
Syeh Yusuf.
-. Liza Priandhini, SH.,MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Banten dan notaris di Pandeglang.

2. Sifat Penelitian

Syeh Yusuf.
-. Liza Priandhini, SH.,MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas

Wilayah Notaris Provinsi Banten dan notaris di Pandeglang.
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari
penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara
langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-
data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum;
baik bahan hukum Primer, Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

NSkl |

>

4. Tehnik Pengumpulan Data, melalui:
a. Tehnik studi Dokumen;

b. Tehnik wawancara (interview).
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S. Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan dan analisa data, menggunakan analisis kualitatif,
Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data nyata yang berwujud
kasus-kasus, untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan
dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami

keseluruhan kualitas data. proses analisis tersebut dilakukan secara

ptar Belakang masalah,

pat penelitian, kerangka

gibenelitian dan sistematika
s TR

BAB Il TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM
MELAKUKAN JABATANNYA. |
Tentang kasus notaris yang melanggar UUIN dan Kode Etik

Notaris karena membuat akta diluar wilayah jabatannya;
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memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik,
memalsukan surat dan/atau akta otentik dan membuat salinan
yang berbeda dengan minuta aktanya, sehingga melanggar

ketentuan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUH Pidana.

BABIV PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS SECARA PIDANA

DAN ETIKA ROFESI DALAM

~

HAL TERLIBAT

BAB YV
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